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Pemerintah Kabupaten Bangka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pendelegasian kewenangan ini, disamping diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,  juga untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Salah satu bentuk kewenangan yang diotonomikan adalah  kewenangan penyusunan perencanaan daerah, meskipun dengan tetap harus memperhatikan keselarasan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah.

Salah satu bentuk perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD). Dalam konteks Kabupaten Bangka, RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka (RPJMD) 2014-2018, yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu: 
a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

b. Dilakukan Pemerintah kabupaten Bangka bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam aspek yang berbeda, RKPD juga harus mempertimbangkan dengan cermat  kedudukannya yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingat: 
a. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 

b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 

c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berikutnya.
Dari sisi lain disamping memperhatikan aspek kestrategisan, dalam pemantapan penyusunan RKPD juga harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:
a. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 

b. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 

c. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 

d. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 
e. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 
Disamping memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, RKPD juga harus memiliki sinkronisasi dengan dokumen perencanaan Jangkah Menengah dan dokumen ketataruangan yang terkait. Dalam konteks ini RKPD Tahun 2016 harus merujuk pada RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun       2010-2030, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK)  Sungailiat Tahun 2014 - 2034 serta memperhatikan RPJMD Kabupaten tetangga, seperti Kota Pangkalpinang, Bangka Barat dan Bangka Tengah, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
 

Sinergi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan tersebut, merupakan jiwa  perencanaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2016 benar-benar telah dipersiapkan secara matang melalui berbagai tahapan dan pendekatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan menggunakan seluruh pendekatan yang disarankan. Pendekatan-pendekatan  tersebut adalah:
1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bangka  sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan  Bupati terpilih.  Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RKPD 2016 merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan saat kampanye yang sudah dituangkan kedalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menjadikan penyusunan RKPD 2016 menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut, dengan mengedepankan  proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini menyebabkan penyusunan RKPD 2016 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan Musrebang berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. 

Secara lengkap proses penyusunan  RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1. 1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 
 Kabupaten Bangka Tahun 2016
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Ruplik Indonesia Nomor 5587);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  2  Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  2  Tahun 2015 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2015-2019; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
17. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2016;
23. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor  48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031; 
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun  2013 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun  2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka  Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka  Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014 - 2034;
1.3. Hubungan antar Dokumen
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
Gambar 1.2 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
[image: image2.emf]
Penyusunan dokumen RKPD merupakan diferensiasi dari dokumen perencanaan RPJPN/ RTRWN pada tingkat pusat yang berlaku selama 20 tahun yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan RPJPD/ RTRWD pada tataran pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Penjabaran RPJPD/ RTRWD dituangkan pada dokumen RPJMD yang berlaku pada masa kepemimpinan pimpinan daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam waktu 5 tahun. Dokumen perencanaan RKPD yang disusun 1 tahun sekali mengacu pada dokumen RPJMD. Penyusunan dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RKRPJMD Kabupaten Bangka diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2014-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Bangka digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Gambar 1.3 Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Program Presiden dan Visi Misi Program Kepala Derah 


RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2016 merupakan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 tetap mengacu pada RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan satu tahun sebelum pelaksanaan APBD Tahun 2016, dengan harus mempedomani program seperti yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 
BAB I.
PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PenyelengGaraan pemerintahan
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
BAB III. 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015  dan Perkiraan Tahun 2016
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
BAB IV.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. 
Prioritas dan Pembangunan 
BAB V. 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI.
PENUTUP
1.6. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud:

a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah
Adapun tujuannya adalah :

a. Untuk acuan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Bangka dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Sumber-sumber pendanaan lainnya pada Tahun Anggaran 2016.

b. Untuk acuan penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016.

c. Untuk acuan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka 2016.
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